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MENEMPATKAN MASYARAKAT PADA
POSISI SENTRAL DALAM PROSES PEMBANGUNAN
Oleh:Soetomo.
Abstract
The UNESCO defines the goals, objectives and the aims of development
to be: not to develop things but to develop men. It means that the develop-
ment process has to emphasize to promote the capadty of human resources
and institutions in each community. Therefore in that process, community
initiative and capadty in local level are very important. Nevertheless, gov-
emmental or non-govemmental organization can execute some programs
as an intervention in that process. In order that intervention has an impact
to increase the capadty of the people, it has to use a pnndple; help the
people to help themselves or intervention is a part of enabling process.
Pendahuluan
Wacana tentangpembangunanmerupakansalahsatuwacanayangpalingpopulerdinegara-negarasedangberkembang.Wacanainiberangkat
ini konsep pembangunan yang pada mulanya bersifat umum, kemudian
berkembangkepadakonsep-konsepyangbersifatspesifik,sepertipembangunan




unsur spesifikdalam konsep pembangunan masyarakatguna memahami
karakateristikdanprinsip-prinsipdasaryangterkandungdalamkonseptersebut.
Konsep pembangunan masyarakat menyiratkan keterkaitan antara
pengertian pembangunan dan pengertian masyarakat. Pembangunan
masyarakatberartiupayamembangunmasyarakatatau sekumpulanorang,
* Staf pengajar jurusan Sosiatri, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.
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dengan titikberat pada pembangunan masyarakat itu sendiri, atau pada aspek
manusianya. Secara lebih tegas pengertian ini terungkap dalam definisi
menurut UNESCO (dalam Poostchi, 1986:1),yangmenyatakan bahwa tujuan
dan sarana pembangunan bukan membangun benda melainkan membangun
manusia. Pemyataan tersebut memang
~
. harns diartikan bahwa dalam
pembangunan masyarakat usaha-usaha tuk membangun yang bersifat
kebendaan atau pembangunan fisiksarnase .diabaikan. Pembangunan fisik
tetap diperlukan, akan tetapi dalam ran mendukung pembangunan aspek
manusia dan masyarakatnya.
Apabila kita lihat secarahistorisperkembangan pelaksanaan pembangunan
di negara-negara sedang berkembang mulai dekade 1960-an, maka akan
tampak adanya kecenderungan untuk semakin berorientasi pada pendekatan
yang lebih memperhatikan aspek manusia dan masyarakat. Setidak-tidaknya
ada kemauan, usaha atau dorongan moral kearah itu. Salahsatu pertimbangan
utamanya adalah karena belajar dari hasil pelaksanaan pembangunan
sebelumnya yang menitikberatkan hanya pada aspekpembangunan ekonomi
dan pembangunan fisik saja, tanpa membawa hasil sebagaimana yang
diharapkan. Kecenderungan pendekatan pembangunan yang semakin
memperlihatkan aspek manusia dan masyarakatnya tersebutdapat dilihat dari
pentahapan pembangunan yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Poostchi, 1986).
Melalui berbagaipengamatan, pelaksananapembangunan dinegara-negara
sedang berkembang pada dekade 1960-an yang lebih berorientasi pada
pembangunan ekonomi sajadini1aimengandung kelemahan. Di tengah-tengah
laju pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan, masih banyak lapisan
penduduk miskin dan tuna karya yang bukan hanya tidak meningkat taraf
hidupnya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kemerosotan. Faktor-faktor
yang diduga menyebabkan kondisi tersebut adalah: keci1nyaaksespada pasar
dan sumber daya, lemahnya kemampuan pemanfaatan sumber daya alam
dan sumber daya manusia, struktur sosial yang tidak seimbang, sertaur
biasdalam pengambilan keputusan dan alokasi dana.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, pelaksanaan pembangunan pada
dekade 1970-andiusahakan untuklebih banyak menaruh perhatian pada aspek
manusia dan aspek masyarakat. Hal ini tercermin dari tajukSodoeconomic
Developmentyang digunakan bagi pe1aksanaan pembangunan pada yang
periodetersebut.Tajuk tersebut secaraeksplisitmenunjukkan penonjolan aspek
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sosial di sarnping aspek ekonomi. Implikasi yang diharapkan dari pendekatan
tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan,
berkurangnya pengangguran, berkurangnya dampak negatif di bidang
kesehatan sebagai akibat kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan, dan kemandirian.
Muatan aspek kemasyarakatan dan kemanusiaan diharapkan semakin
kental pada dekade 1980a-ndalam labelNew International Economic Order.
Dalam dekade ini kondisi ekonomi secara nasional diharapkan sudah semakin
mantap. Dengan demikian akan lebihmemuneJcinhT)prioritas pembangunan
tidak diarahkan pada pemenuhan kebutuhan fisikdan ekonomi saja,melainkan
juga pemenuhan kebutuhan yang lebih mengangkat harkat kemanusiaan,
seperti partisipasi penuh dalam keseluruhan proses pembangunan, distribusi
yang semakin baik dari hasil pembangunan, dan peningkatanhuman dignity.
Dalam kurun waktu berikutnya, terutama memasuki abad ke-21,
kecenderungan tersebut agaknya akan terus berlanjut. Salah satu bentuknya
adalah tuntutan pada masyarakat, terutama di tingkat komunitas lokal, untuk
lebih mampu mengelolaaktivitaspembangunan pada tingkat lokalsecaralebih
mandiri. Hal ini misalnya, juga dikemukakan oleh Christenson dan Robinson
(1983:3) dengan argumentasi yang berpangkal dari kenyataan tentang
kompleksitas pertumbuhan masyarakat dan peningkatan interdependensi
dalam sistemekonomi dunia. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah
termasuk di negara-negara sedang berkembang harus banyak mencurahkan
perhatian pada kebijaksanaan yang bersifat makro. Dengan demikian akan
menjadi tidak realistik apabila penanganan masalah-masalah lokal semata-
mata menggantungkan pada kebijaksanaan, program, dan dana yang berasal
dari pemerintah. Untuk itu partisipasi masyarakat pada tingkat komunitas
lokal dalam proses pembangunan- sejak proses perencanaan dan
pelaksanaannya - semakin dituntut. Prasarana utama bagi kondisi itu adalah
tumbuh dan berkembangnya kompetensi dan tanggung-jawab sosial
masyarakat terhadap proses pembangunan pada tingkat komunitas. Dalam
konteks ini, Selo Sumardjan (1993:124) mengemukakan tiga syarat yang
dibutuhkan agar tumbuh iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat,
yakni tumbuhnya rasa ingin memperbaiki basib, rasaself confidencedan
keberadaancriticalm~yangmerupakan kelompokmasyarakatyang mampu
melihat lebih jauh dan lebih luas dari warga masyarakat yang lain.
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Untuk kasus Indonesia, banyak pengamat menilai bahwa selama ini
peranan pemerintah dalam proses pembangunan terlampau besar








tuntutan yang muncul sebagai akibat arus globalisasi, sebagaimana
dikemukakan Christenson dan Robinson tersebut, yang pada dasarnya
mengarahpada kecenderungandemokratisasi,otonomi, dan peningkatan
harkatkemanusiaan.
Masyarakat Sebagai Subjek dan Objek
Besarnyaperhatian pada aspek manusia dan masyarakattersebut secara
implisitmenggarisbawahiarti penting pembangunanbukan hanya sebagai
cerminandariorientasiatashasil(fisik)pembangunanitusendiri,akantetapi
juga meh"batkanbesarnyaperhatianpada orientasiatas proses.Pendekatan
pembangunan masyarakat akan selalu melihat bagaimana determinasi
masyarakattelahmendorongketerh"batannyadalamproses,danseberapajauh




Dalam banyakkesempatan,pernyataansepertidi atas terdengarsangat
klise dan berkesan sebagai slogan kosong, karena tidak diikuti dengan
pelaksanaannya.Padahal,ditingkatoperasional,pelaksanaandalambentuk




adalah keterlibatan masyarakat ke dalam keseluruhan tahapan proses
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Partisipasi masyarakat berperan strategis dalam menentukan derajat
relevansipembangunanterhadappersoalandan kebutuhanmasyarakat.Di
sampingitu,partisipasimasyarakatitu sendirimerupakanwujuddariupaya
peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa
pembangunan bukanlah proses yang sederhana. Pada tahap identifikasi
masalahmisalnya,prosesinitidakberjalanhanyadenganmenanyakanatau
mengamati secara sekilas kehidupan masyarakat- sebagaimana yang
dibayangkan banyak orang.Cara seperti ini belum dapat mengungkapkan
realitas permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, sebab
permasalahanyangdinyatakanmasyarakatbelumtentu sama denganyang




Partisipasimasyarakatdapatpula dilakukanpada tahap perumusandan
penyusunan program. Hal ini berarti masyarakat ditempatkan lebih dari
sekedar sebagai konsumen pembangunan, sehingga diharapkan dapat
memupuk rasa tanggung-jawabmasyarakat terhadap jalannya program
pembangunanitusendiri.Partisipasimasyarakatinidapatdilanjutkansampai
pada tahap pengelolaanprogramdengansasaranagarmasyarakatterbiasa,





tenagamaupun ide / pikiran.Padatahapevaluasihasilpembangunan,peran
pentingmasyarakatterutamaberkenaandenganumpanbalikyangdiberikan
terhadap seluruh aktivitaspembangunan. Tahap terakhir dari partisipasi
masyarakatadalahda1ampemanfaatanhasilpembangunan(Berbedadengan
partisipasi masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya yang sebenarnya
merupakan konstruk kewajibanmasyarakatsebagaiwarga negara, maka
partisipasi masyarakat dalam tahap yang terakhir ini merupakan hak
masyarakat.Melaluibentukpartisipasiini, basilpembangunandiharapkan
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melakukan mobilisasi sumber daya faktor manusia itu pulalah yang
merencanakandanmelakukannya.Fungsinyasebagaipotensipembangunan
yangdapatdigerakkandandimobilisisi,mencerminhn kedudukannyasebagai
objek, sedangkan fungsinya sebagai pelaku pembangunan merupakan
manifestasisifatnyasebagaisubjek.Aktualisasilainnyabagiprinsipmasyarakat
sebagaisubjekpembangunanjuga tercerminda1amprogram-programyang
dirumuskan. Dalam arti, prinsip-prinsipdasar pembangunan masyarakat
secara lebih operasional diterjemahkanke dalam program-programfisik
maupunnon-fisikyangmenstimulasiadanyaperubahansikapdanperubahan
kelembagaan, sehingga mendorong kemandirian masyarakat dan
kesinambunganprosespembangunanitusendiri
Pandangandi atas menuntutadanya redefinisiatas konsep-konsepyang
berkaitdenganpartisipasipembangunanyanglebihproporsional.Partisipasi
di sini semestinya lebih menekankan pada keterlibatan dalam aktivitas
pembangunan yang mensyaratkan adanya landasan kesadaran dan
determinasi.Persyaratantersebutharus dipenuhi,karenaketerlibatantanpa
dilandasiolehkesadarandandeterminasitidakdapatdisebutsebagaipartisipasi
melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi. Konsep mobilisasi
mencermin hn kedudukan faktor manusia sebagai objek, bukan sebagai subjek.
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dan organisasi yang mampu menggerakkan masyarakat tersebut secara
mandiri.Tanpadukunganinstitusiyangmampumenggerakkankemandirian,





Persoalankelembagaantersebutsebenarnyabermuara pada tiada atau
langkanyalembaga yang dapat berperan sebagaiagen perubahan. Untuk
melakukan peran tersebut, sebuah lembaga dituntut bisa mengakar dan
memiliki visi kritis terhadap perubahan yang dihasilkan dalam proses






luar masyarakat. Lembaga baru tersebut dirancang untuk menanggapi
kebutuhanpembangunan,termasukperubahanyangterjadidalamkehidupan
sosial,ekonomi,dankultural.Alternatifkeduainidapatberjalansecaraefektif
sepanjang sosialisasi lembaga yang baru tersebut mampu menyentuh
kehidupan masyarakat pada strata akar-rumput(grass-roof).
Pada alternatif yangpertama, yakni modifikasipada lembaga-lembaga
tradisionallokal, umumnya menghadapi kendala yang bermuara pada
persoalan intrinsik lembaga yang dipilih. Umumnya lembaga-lembaga
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tradisionaltesebutmampuberperansebagaimediayangefektifdalamtindakan
komunal, namun kurang efektifdalam me1akukanalokasidan mobilisasi







Persoalan lainnya dari alternatif yang pertama ini berkenaan dengan
vitalitas lembaga-Iembagayang dikembangkan. Rekayasakelembagaan
bagaimanapun tetap mengidealkan tumbuhnya lembaga sosial yang bisa
bertahan dan cukup stabil dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun
demikian,perlupulauntukmemperhitungkanperubahanteknologi,ekonomi,
dantuntutansosialyangberpengaruhterhadapkinerjalembaga.Kesenjangan
antara kapasitus lembaga dengan tuntutan kebutuhan seringkalimenjadi
pemicuutama surutnyaperanansebuahlembagasosial.Untuk itu, langkah-
langkahrekayasakelembagaanperlupulamemperhitungkanfleksibilitasformat
pengembangankelembagaankhususnyaberkenaandenganperkembangan-
perkembangan yang muncul di kemudian hari. Dan dalam konteks ini,
keterlibatanmasyarakatlokalpadarekayasake1embagaansemakindirasakan
menjadisangatstrategis. '






lembaga baru tersebut adalah bagaimana lembaga tersebut mampu
mensosialisasikanvisipemberdayaanyangdilakukannyakepadamasyarakat
lokal.Lembaga,di sampingdituntut untuk bisamengakar,juga harus bisa
menangkapaspirasimasyarakatdi tingkatakarrumput(grassroof)sehingga
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sebagai sebagai saluran atas-bawah dibandingkan sebaliknya (Soetomo,
dkk:1994)Orientasi lembaga-Iembagacangkokan tersebutumumnya lebihkuat







tetapi menyangkutpula kesejahteraanfisik,mental,dan sosial.Pendekatan
ini mengasumsikanbahwa setiap masyarakat memilikiberbagai sumber-
sumberpotensial (potensialam, potensi manusia,atau potensi sosial)dan










akan mendatangkankesejahteraanyanglebihbaik,dan hal sebaliknyaakan
memunculkanberbagaimasalahsosial.Dalam rangkamewujudkanproses
tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasisumber daya,
kebutuhan,pemanfaatansertapengolahannya.
Identifikasisumber daya mempunyaikedudukan yang cukup penting,
karena faktor sumber daya merupakan determinan utama dalam usaha
peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Pemahaman tentang sumber dan
potensiyangtersediaakan menuntutkearah penentuanlangkahyangtepat
pula.Disampingitu,tidakjarangdijumpaisumberdanpotensipembangunan
yang bersifat laten, dalam arti masyarakatbelum menyadari keberadaan
sumber tersebut, sementara taraf hidup masyarakatmasih berada dalam
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kondisi yang membutuhkan pe.ningJc;ttandengan segera. Dalam konteks ini,
proses identifikasi dapat berperan untuk mengangkat potensi yang masih
bersifatlaten tersebutkearab permukaan sehinggakeberadaanya dapat disadari
dan dimanfaatkan secara optimal.
Studi-studi tentang pembangunan ekonomi umumnya memperlakukan
sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaideterminan utama untuk
meningkatkan produktivitas. Dalam pendekatan pembangunan masyarakat,
di samping tetap memperhatikan kedua sumber daya tersebut, dikaji pula
tentang identifikasi sumber daya sosial. Sumber daya sosial umumnya sudah
melekat dalam kehidupan masyarakat, berkembang melalui generasi ke
generasi, dan tidak jarang mengandung unsur-unsur yang mendukung pada
pencapaian tujuan pembangunan. Memang selama ini dirasakan bahwa
dibandingkan dengan kedua sumber daya lainnya, sumber daya sosial seeing
kurang dianggap kurang konkrit, apalagi jika dilakukan identifikasi secara
kuantitatif. Walaupun demikian, dalam kenyataannya sumber tersebut
dirasakan keberadaannya dan tidakjarang menjadi faktor yang ikut berperan
dalam menentukan kelancaran proses pembangunan. Sudah sewajarnya jika
potensi tersebut perlu digali dan diidentifikasi.
Dengan menggunakan pendekatan historistentang kehidupan masyarakat
desa, Sartono Kartodirdjo (1987:163)mengemukakan tigaunsur sumber daya
sosial-budaya di pedesaan, yaitu kepemimpinan, ideologi, dan kelembagaan.
Ketiganya secara laten merupakan potensi besar untuk melepaskan kekuatan
sosial yang dahsyat. Bagi masyarakat yang sedang berada dalam proses
perubahan, pemanfaatan ketiga potensi tersebut perlu diteliti dengan melihat
berbagai hambatan struktural yang dihadapi. Penelitianjuga perlu dilakukan
untuk melihat kemungkinan penyesuaian, transformasi, dan modifikasi
sehingga potensi tersebut tetap relevan dan bahkan dapat ditingkatkan
manfaatnya bagi proses pembangunan.
Dalam suatu penelitian yang dilakukan dibeberapa desa di Propinsi Nusa
Tenggara Timur, juga ditemukan beberapa bentuk kelembagaan asli pada
tingkat komunitas lokal, yang bisa dianggap sebagai potensi sosial dalam
pembangunan. Potensi tersebut diidentifikasi sebagai energi sosial kreatif
(Sajogyo,1994:154).Soedjatmoko (daIamKorten, 1988:19)juga menggunakan
konsep energi sosial sebagaibagian dari sumber daya pembangunan. Melalui
potensi yang disebut energi sosial tersebut, suatu masyarakat yang tidak
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memiliki sumber daya alam yang melimpah akan tetap dapat mencapai
kehidupan yang layak, karena mempunyai dinamika, kreativitas, dan
kemampuan adaptif yang cukup tinggi yang berakar pada sistem sosial-
budayanya. Memang ada sebagian pranata sosial yang muncul sebagai
hambatanperubahan,namunsebagianyanglainnyajustrudapatdimanfaatkan
sebagaisumberdayapembangunan.Melaluimodifikasiperanannyadalam
konteks struktur fungsional, pranata s6sia1tersebutdapat dikenali, dikerahkan,
dandimanfaatkanuntukkeperluanpembangunandengansedikitperubahan
fungsinya(ColIetadanKayam,1987:6).
Di samping melihat arti penting identifikasisumber daya, identifikasi
kebutuhan juga merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya untuk
dilakukan sebelum suatu program pembangunan dirumuskan. Hal ini
berangkat dari anggapanbahwa taraf hidup masyarakatakan meningkat
sepanjangsemakinbanyakkebutuhanyangbisadipenuhi.




kebutuhan tersebut bukanlah pekerjaan yang selalu mudah dilakukan.




yang dirasakan(felt needs),kebutuhan normatif(normatif needs),dan




pula jika dikarenakan sempitnya wawasan dan rendahnya pengetahuan,
identifikasikebutuhanjustru pada menunjukpadakesimpulanyangabsurd,
yaknibahwa kebutuhan yangdiraAAhn masih lebihrendah dibandingkan
kebutuhannormatif.HalsebaliknyamungkinpulateIjadi,walaupembangunan
berhasilmengangkattaraf hidup samapi di atas batas minimal kebutuhan
normatif, akan tetapi masyarakat merasa belum terpuaskan karena
kebutuhannyadidefinisikansecarakomparatifdengankebutuhanmasyarakat
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Intervensi Pembangunan
Sumber perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat dapat berasal dari
dalam maupun dari luar komunitas. Sumber perubahan tersebutdapat berupa
tumbuhnya kehendak untuk berubah, atau tampilnya ide-ide baru untuk
mewujudkan perubahan atau pembaharuan. Sumberperubahan dari luar dapat
berupa kontak, baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi secara
alamiah antara komunitas dengan lingkungan luar. Sumber perubahan dari
luar juga dapat berjalan melalui berbagai bentuk inovasi atau pengenalan ide-
idebaru yang secara sengaja diprogramkan dari luar. Bentuk yangterakhir ini
mengandung makna bahwa perubahan dan pembaharuan dalam komunitas
terjadikarena adanya intervensidari luar.Walaupun demikian, apabilapnnsip
masyarakat sebagaisubjekpembangunan tetapdipertahankan, maka meskipun
perubahan pada awalnya didorong oleh intervensi dari luar, akan tetapi pada
akhirnya perubahan dan pembaharuan harus tetapbersandar pada kompetensi
dan tanggung jawab sosial masyarakat sendiri. Dengan demikian, intervensi
dalam pembangunan masyarakat sebetulnya lebihberfungsi sebagaistimulan
untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan teraktualisasinya potensi dari
dalam. Berbagai bentuk perlakuan dan pelayanan dari luar hendaknya
ditempatkan sebagai bagian darienabl ngprocess.Apabila intervensi dianggap
sebagai suatu bentuk uluran tangan atau bantuan dari luar kepada komunitas
tertentu, maka berlaku prinsip:hel the people to help themselves.
Mengingat hal tersebut, persoalan yang cukup mendasar dan sering
dijumpaidalampelaksanaanpembangunanmasyarakatadalahmenentukan
proporsiintervensiyangtepat.Proporsiintervensitersebutakanmenentukan
keberhasilan misi yang diemban dalam mewujudkan prinsip-prinsip
pembangunan masyarakat.Apabila intervensidiwujudkandalam bentuk
bantuan dana atau barang, proporsi yang berlebihan memang dapat
memberikan kesan sangat bermurah hati, akan tetapi kurang bersifat mendidik
karena dapat mengakibatkan masyarakat menjadi tergantung terhadap bantuan
dari luar. Apabila intervensi yang berlebihan diwujudkan dalam bentuk
perumusan program kegiatan,maka di sampingakan memberikankesan
mendikte,jugakurangmendorongtumbuhnyaprakarsaclantanggungjawab
sosialmasyarakat.Sebaliknya,apabilaproporsiintervensiterlalukecil,mungkin
kurang mampu merangsangtumbuhnya kreativitasdari dalam, sehingga
kurang terlihat fungsinyasebagaiperangsangdan pembangkit aktualisasi
potensimasyarakat.Olehsebabitu,pemberianproporsiintervensiyangtepat
akan menjawabpersoalan tentangseberapajauh intervensike dalamsuatu
komunitas bisa ditolerir sehingga mampu mendorong terjadinya proses
perubahan dan pembaharuan tanpa menimbulkan sifat ketergantungan,
bahkanmenciptakankesinambunganprosespasca-intervensi.Padaumumnya
kemampuanuntuk menentukanproporsiyangtepat sangatditentukanoleh
kepekaandalam membacakondisimasyarakatdan referensiyang dimiliki
tentang pembangunan masyarakat, baik pemahaman teoritik maupun
penEi'1amanempirik.
Berbicaratentangintervensidalampembangunanmasyarakattidakdapat
menghindardari pembicaraantentang hubungan antara masyarakatpada
tingkatkomunitasdenganbadan/institusiyangme1akukanintervensi.Dalam
hat ini tidakdapatdikesampingkanperananmediatordi antarakeduapihak
tersebut.Berdasarkanpengamatanpelaksanaandilapangan,petugaslapangan




dengan masyarakat. Mereka berperan cukup besar dalam menentukan
keberhasilansuatuprogrampembangunanmasyarakatdi lapangan.Bahkan
da1ambanyakkesempatan,peranan petugaslapanganberjalan dalam dua
arah, yakni sebagai mediator dalam arus komunikasi atas-bawah dan
komunikasibawah-atas.Dalam komunikasiatas-bawah,merekaberperan








pada lapisanyang lebih tinggi.Oleh sebabitu, agar identifikasikebutuhan
bisa menjadi lebih realistis,perlu untuk memahamidan menyelamisecara
lebihmendalamberbagaidimensikehidupanmasyarakatyangbersangkutan.
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persoalan/ aspek yang terkait, pengetahuan tentang hal-hal /pihak-pihak yang
terkaitdengan pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, dalam pelatihan petugas
lapangan juga dibekali dengan keahlian yangberkenaan dengan kemampuan
berkomunikasi dan mengambil keputusan. Dalam hal sikap, petugas juga
dilatih untuk bertindak dalam kelompok dan masyarakat yangakan dihadapi.
Dengan berbagai beka! tersebut, petugas klapangan diharapkan menjadi sosok
yang kritis, sensitif, dan intuitif terhadap masyarakat, dan memiliki
kemampuanuntukmengkomunikasikanintuisi,pengetahuan,dankeahliannya
kepada masyarakat. Seeara ideal, seorang petugas lapangan mempunyai
kemampuan organisasidan komunikasiyang digunnakanuntuk menjalin
hubungan, dan mampu bersikap adaptif sehingga lebih lugas dalam
menempatkandirinyadalamkehidupanmasyarakat.
Catatan Akhir
Asumsi dasar yang dibangun oleh pandangan pembangunan masyarakat
adalah adanya penonjolan aspek manusia dalam proses pembangunan.
Pandangan seperti hanya bisa menjadi kenyataan sepanjang didukung oleh
waeana dan kebijaksanaan pembangunan yang memberikan peluang dan
kesempatan kepada masyarakat loka! untuk melakukan swa-kelolaterhadap
proses pembangunan yang didasari atas peningkatan kapasitas masyarakat
dalam melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, identifikasi sumber
daya, serta kemampuan dalam mengantisipasi peluang. Hal iniberarti bahwa
prinsip memperlakukan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan
seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan perlu diaktualisasikan
ke dalam kenyataan dengan bobot yang semakin besar pada kedudukan
masyarakat sebagai subjek.
Untuk mewujudkan prinsip tersebut, di tingkat loka! perlu dibutuhkan
lembaga yang, di samping mengakar, juga tanggap terhadap perubahan
sehinggamampu berperan sebagaiagenperubahan. Konstruk lembaga seperti
ini tidak harus berupa cangkokan model dari luar, akan tetapi bisa pula
dikembangkan dari lembaga lokal yang potensial dan prospektif.
Pengembangan lembaga loka! patut memperoleh prioritas sehingga energi
sosial di tingkat loka! dapat berjalan seacara efektif dalam pembangunan,
sebagaimana yang menjadi perhatian pandangan pembangunan masyarakat.
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Sepanjang pengembangan kelembagaan memang harus dilakukan dari luar,
baikmelalui intervensilembagapemerintah / non pemerintah, maka intervensi
tersebut hendaknya dilakukan semata-mata sebagaistimulan bagi tumbuhnya
prakarsa dan potensi loka!. Intervensi lebih didudukkan sebagai bagian dari
enabling process,atau upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat
itu sendiri. Untuk keperluan tersebut, dibutuhkan kemauan politikpemerintah
untuk merubah orientasi dan pendekatn dalam program-program
intervensinya.
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